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MOMOR 10 TAHUN 2011

TENTAMEG

RETRIBUST PELAYARNAN TERA/ TERA ULANG

Coah

DEMGAN RAHMAT TUHAN YAMG MAHA ESA

BURATT HADAMG LAVALR DTARA

azhwa berdasarkan keveotuan Pasal 130 avat (1) hurGf |
LIndang- _J,m_,ar igmor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
can Retribas
s oreribug
wa bordas:

i";<Ju;=rr_si‘=, Hetribusi Tera/Tera Ulang merupakan

30 “U'\atenfk(m'

rkan ketzrluan Pasal 156 ayat (1) Undang-
Hrvjzng Moo 280 Tafion 2008 tentang Pajak dan Retribus
Daarah, Re L.qu-. ielausan dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam huruf 2 dan huruf b, perle membentuk Peraturan Daerah
tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 18 ayat {(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1981 .

Momor 76, Ternbahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomear 3209);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
MNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momar 4286);

Undang-Undang Womor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun' 2004

Momor 125, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia’
Momor 4437) sebagaimana telah diubah beberapzkall, terakhir .

dengan Undang -~ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang -~ Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang  Pemerintatan  Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
i_zmbaran Megara Republik Indonesia Nomaor 4844);

Undang-Undang Momor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Anftara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
fembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4438);
Lindang-Undarg Nomeor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Padang lawas utara di Provinsi Sumatera Utara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7,
Tambatan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);



Menetnoalin

Datam 2y

o)

Dgsroyey

Undano-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi {3azrah {Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2009 Moemor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Mo 50497

Peraturan  Femerintah  Momor 38 Tahun 2007  tentang
Pembagian  Urusan  Pemerintanan antara  Pemerintah,
Pemerintaha  Doerah  Provinsi dan  Pemerintahan  Daerah
Kabupaten / Kota {Lembaran Negara Republik Indonestfa Tahun
2007 tomor 82, Tambahar Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara
Pemberian can Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {lLembaran Negara Reputdik
Imconesia Tanen 2010 Momor 119, Tambahan Lembaran
MNagara Repub: wsia Momor Y16

Yeraturan Daorah daburcaten Padang Lawas Utara Nomor 06

Takun 2010 iantang -._J usan Pemerintahan Yang menjadi

Kewenangan Fabupoterr Padang Lawas Utara (Lembaran
Daerah Tahun 2010 Nomor 06},

LPoraturan Daerah Kabusaten Pawrm Lawas Litara Nomor 07

Ball!

no2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
mah o ;

k _\r“’\uﬂl Ferwakilan Rakyat Daerah

.

R
RN

-

in Jtara JLembaran Daerah Kabupaten
) 15 Ll alwn 2010 Nomer 07);

sraturas Dozl Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08

atrun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerje Dinas-Dinas

Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah

Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 08},

Peraturgn Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor Q9

Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Dasrah {Badan, Kantor) Kabupaten Padang Lawas Utara
{Lembaran Daoerah Kabupaten Pacang Lawas Utara Tahun
2010 Nomor 390,

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
HABUPATEM PADRAMNG LAWAS UTARA

dan
BRUPATI BADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAM TEMTANG RETIBUSI TERA /

TERA LLAMNG

AKX
IHTUAN URUM

3
0
¥

Pasal 1

aaran Doerah ini, yang dimaksud dengan

cahan

suglah Kabupaten Padang fawas ufara,

Taerzh adalah oenvelenggaraan urusan pemerintahan oleh

v Cmeran dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
oo Tugas Pembantuan dangoan pringtp otonomi sefuas-luasnya dalam



i nan prinsip MNegara  Kesatuon Repubiik Indonesia  sebagaimana
s da-am Undang-Unrang Dasar Negars Republik Indonesia Tahun

wah Daerah adalal Supati don perangkat daerah sebagai unsur
seengyaera Pemerintahan Dagrah.

i nomom 3n %Kva* Bracrsh, vang selanjutnya disingkat DPRD, adalah
rakwvat oaere.h sebagai  unsur  penyelenggara

SISIRY

I

[ A

& Dunati Padarg Lwwas Utora.
Padalah aegawal vang diber tugas tertentu di bidang retribusi daerah
D peraturan partndano-unoangan,
Ganczh adalah persiuran pe 'unc‘ar"g undargan yang dibentuk oleh
i porsetujuan hersama Dupatd
wafi adalan Paiatusan Bupet Padang Lawas Utara.

oA -.aeku.-noulcm oreng can atau madal yang merupakan kesatuan,

it melakukan usgha yang mealiputl perseroan terbatas, perseroan
piersernan lainrva, hadan usaha milik negara (BUMN), atau badan
daéarah (BUMD) dergan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
werasl,  dana pensiun,  persekutuan, perkumpulan,  yayasan,
dmassa, organisasl sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
Racan ‘zinnva termasuk contrak investasi kolektif dan bentuk

s Dacrah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
reraRyaran aias jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
n darfatas diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
Hhacnt atad Bacan.
+ Ulang adalah Pelayanan Pengujian alat-alat ukur, takar, timbang,
: sakapannya. ‘ '
Jasa adalah kegiatan Pemerintah Dagran berupa usaha dan pelayanan yang
menyehabkan barang, fasiitas, atau kemanfazatan lainnya vang dapat
ini i cieh crang pribadi atau Badan,
anum adatah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
' sl tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum sertz dapat
" orang pritadi atny Badan.
b Rebitius: adalah arang oribadt atau Badan yang menurut peraturan
eruncang-indangan  retribust diwajibkan untuk  melakukan  pembayaran
retribusi, termasuk permungut atau pemotong retribusi tertentu,

ribusi adalah suatu Janghka waktu fertentu yang merupakan batas

104

L
v

15 Mass
wWales gl Woih Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
gdari ererintan Daerah yvang bersangkutan, '

L6, Surat Zetoran Retribusi Daeran, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah buktl
pamiavaran  ataw  penyetoran  retribusi yang  telah  dilakukan dengan

mencoun alkan formulir atau telah dilakukan dengan cara Iain ke kas daerah
meiaiil fempat pembayaran yang ditunjulk oleh Kepala Daerah.

17.Surat etetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah

surat ketetapan retribusi yang menentukan besarmvya jumlah pokok retribusi
yars -

watang,
1ihan Retribusi Dacrab, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
1 melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa
sdatau denda.

are zdalah serangkaizn kegiatar menghimpun dan mengolah data,
dansatau bukll vana dilaksanakan secara ohjektif dan profesional




"s,_

ko suatu stancar pemeriksazan untuk merguji kepatuhan pemenuhan
an retribusi daerab danfatau untuk  tujuan lain dalam  rangka
nakar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
sl daeran,

tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian
vang r'ilakukan olat 'Dnny'dlk untuk rrxr.cari serta mengumpulkan

v rpr'."}m qer‘a menrﬂmukan 1."rsanr:,kanvc..
woral adalah Kas Daerah Kabupaten Padang lawas utara,

BAEI
MAMA DRITK DAN SUBIEXK RETRIBUSI

Pasai 2

Pewribust Pelavaran TerafTera Ulang dipungut retribusi atas
cutian alat-alat ckur, talar, timbang dan perlangkapannya.

AN peratusan peruncana-undangan.

Pazal 4

T

Hetriousi Tera/Tera Ulang adalah grang pribadi atau badan yang
ninakan/menikmati pelayanan TerafTera Ulang yang bersangkutan.

ibusi Tera/Tera Lhang acalah orang pribadi atau badan vyang
o, waetertuan peraturan  perundang-urdangan retribusi diwajibkan
u w.f |1L|dl(u}/dn nembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong

BARIiX
GULONGAN RETRIBUSI
Pasal b

wetrihys’ Fe‘zyvanan Tera/Terz Ulang cigolorgkan sebagal Retribusi Jasa Urmum.
3RV
CARA MENGUKUR TIMGHAT PENGGUNAAN JASA
Fasal 4

mom‘ nerggunaan jasa teraftera ulang diukur bercdasarkan atas alokasi beban
dinilkui Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa teraftera

Wava yeng

.||.-_'].|__,

DAT
PRIMSIF DAN SASARAN JQLAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Seimsin con sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
dietanwis <engan memperhatiken blaya penyediasn jasa yang bersangkutan,
KEMAT  masyarakat, aspelk keacilan, dan efektivitas pengendalian atas

I E AT




BAR VI
ETRUETUR DAM ZUSARNYA TARIF RETRIBUSIT
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OJah

N ! buab

BAL WITT
RETRIABUST D0 8207 RETEIBUST TERHUTANG

sal 10
sl Pelayanan Tera/Tern Ulang adatah jangka waktu yang lamanya

-

Masa

caretnckar il Qupati,

[ . ey g .y 1. H
o horeianag adalain

TATA &
Pasm LA
TIPS '_'l_'.n S TRE P Uffalx Gl :
gLy denaan ovy qq# ranan SKRD atau dokumen lain yang

10 vang o persama-an segagamana dimaksud pada ayat (1) dapat
von, kupon, dan karty lingganan,

ehih ol mengenal tata caia pelaksanaan pemungutan retribusi,
car Peraturan Bunab

ak

Ctepat pada waktunya atau kdrang
) nembayar, dikenakan  sanks
30 {duis parseny setiap bulan dari Retribusi
¢ ohAre Chbaagih denuine menggunakan STRD.

Dl




TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

ran Retriusi harus diabckan secara Lurai/ funas,

veng ertutang dlenssi sofambai-lamneingg 1S (fima belas) hari
annye SKRD atas roxumen lain yang dipersamakan.,

i1 enih sonjut mengenai teta cars pembavaran, penvetoran, tempat
ran, angsuran dan porundzan pembayaran retribusi diatur dengan

p s A - e pn R L
A R r?‘.frv 'w_.""'\’uw' F'i."'\q.\;

R S
it oy

UL LA AU sural pransenzr atay sunat lan yang sejents sebagai awal
' - peiaksanaan oandolan Petritusi dikeluarkan setelah 7 {tujuh) han

wLh Mmoo pembuarm

han jangka waktu 7 (vutuhd hati setelah tanggal surat teguran atau

atan atau surat lain yanyg seienis disampaikan, Wajib Retribusi harus

A Retrinusingg yang terhitang.

At atau surat o '-"inqatﬂf‘ atad surat lain vang sejenistya

rana duralksud pada ayer {13, ditetepkan olel) Bupati atau Pejabat yang

DA XITT
TATA CARM PELGURANGAN, KERINGANAN
PEMBEBASAN DAN PEMOATALAN RETRIBUSI

Taspl LG

e o e weageee G, kenganan pembebasan dan
alriae

bk lamjut mesgenal LNl Cara pemberian pengurangan,
i nembebasan aar pernnatalan retribusi sebagaimana dimaksud
atur dengan Paraturar Gupa

G
o
T4 'k-"‘-'h'

HEDALLT A ARSA PENAGIMAN
Pasni b7
Clyal uoiuk melakukan penaninog Retribusi menjadi kedaluwarsa, setelah

metamoaui waktu 3 (Hga) tanen sejak saat terutangnya Retribusi, kecuall jika

Waiit: Retribusi melakukarn tindakan pidana i bidang Retribusi,
U1 Medaieatsd penagihan Fetrnbusi sebaaaimana dimaksud ayat (1}, tertangguh

s e TRt AN AU Lo gunal; dia
I e menoekuan utand Fetritasi dar Sant Petrius Daik iandsung maopdn

S IATR T

i5) ek rocbterbitkan Sueat Teguran cebegaimana dimaksud pada ayat (2)
B aluwarsa penagitian dinitung sejak tanggal diterimanya Surat
T mprsebul.

(MNP L wiang Retribust secard langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2 hurf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
memounya otang  Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah

-

LA




e e T

U

suar utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
Vo hyeul B odapat diketzhui dari pengajuan permohonan angsuran atau
wennpy sambavaran dan permobonan keberatan cieh wajib Retribusi.

BAB N
TATH ARA PEMGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
#asal 12

Ralribusi vang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan
wsdah kedaiuwansn dapat dihenus.,

' :n Kenutesan senghanusan piutang Retribusi yvang sudah
» sehagaimana dimaksud pada ayat (17,
~ lohil laniut mengenel tata care penghapusan piutang Retribusi yang
cdnlearsa clatur dengan Peraturan Bupati,

SAD AYI
NEEFTIF PEMUNGUTAN

Sacal 182

CUY Inataras vang meaksanakan pemuncutan Relribusi dapat diberi insentif atas
¥ naian kinerja teetenh,
2y Tnsent] scosgaimana dimaksid pada ayvat (1) ditetapkan metalul Anggaran
Percanatan Belanja Dagrah.
w ehih lanjut menosng ‘ cara pemberian dan pemanfaatan
sebagaimana dimaiksad pada avar (1) digtur dengan Pergturan Bupat
erpedoman kKepada Paraturan e meru itah.

[,

BAR AT
PEMBINAAMN DAN PENGAWASAN

Pazal 20
Pembinaan dan Pengawasan atas Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Bupati
atzu Poinbat vang alhunjuk,
BAD {will
HEBERATAN
Pasal 21

(1) we i =etrbusi dapat mengajuikan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang
2 abas SKRD atau Dokurmen lain vang dipersamakan.

1 giajulsn secara tertulis dengan Banasa Indonesia dengan disertai
YaGg IOIdS

=~ harus diajukan calam wekiu paling lama 3(tiga) bulan sejak tanggal
5 =toy dokumizn lzin yeno dipersamalan diterbitkan, kecuali jika Wajib
i sl berlanty dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
diL.d:'mt"i sarena keadaan diluar kekuasaannys;
eadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
suaty keadaan yang terjadi diuar kehendak atau kekuasaan wajily retribusi,
(5)Pegaiuar keberatan tdak menunda kewajiban membayar retribusi dan
nelakarnaan penagihan redfribust.

]

asal 22

1y Bunati Calam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
kenaratan  diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan vyang

?rr
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PARISY

et Bupal stas veberatar dapat menerdima welun U0y ataw sebagan,
. Zhau menambah besarnya retribust vang terdtana.

i _ﬂ"’“'*“ Wk SelRgIMANA GhvEisud pada avar (1) telah lewat dan

A 2k mernarikan suaty “EDUUSAN, keberatan yang diajukan tersebut
'i.i:'r_.‘-:'f..-_]-h:'i d walraieans,
.‘ 75 2N

EMGEMBALIANM HELERIVAN PTMBLYARAM

nokeimhihan pempayaran re
: i ‘;ramm'.%an (SCariIar
Peka walkes

vWajih Retribusi dapat mengajukan

g lsma O (enamt bulan sejak diterimanya

f'|.r‘E"““ha|Jdl“ iaisbinan . pambayaran retribusi sebagaimana

! ’,mf‘lj ayat (1), hares meomberikan keoutusan,

i3 \F'J'Z'ﬂ jangka wakty sebageimana dimaksuc pada ayat (2}, telah dilampaui
dze Pupetl tdak membenkan suaty keputuson, permohonan pengembalian
wlebinan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan daiam

Jana<a waktu paling lama 1 (satu) butan.

{<] dpa Waih Patrbusl mempunyal utang  retribusi  lainnya, kelebr‘han

wran oretriousi sebacaimana dimaksudé pada ayat (1), langsung

i aakean gntile malunasi edlekek dahuiy utang retribusi tersebut,

2 kelzhihan pem Humron retribus] sebagaimana dimaksud pada

. dilakukan dalam inngia waktu pabing lama 2 {dua) bulan sejak
ity SKROLB.

e rengembanan kelebilian pemiayaran retribusi dilakukan setelah lewat

jan. e ety 2 (nua) bulen, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 %

fopnoeevlersius) sebulan atas voterlambatan pembayaran kelebihan retribusi,

Panzl 24

L Parao

snen Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara
rertnli konada Bupall deogan sekursng kurangnya manyebutkan

3, ranez dan alamat wajib retribusi;

i TRL "|"'u-",".

7 ‘“IH_Jr{fL“"Jaﬂ A, _ . . '

AN .jQﬁLJUTl._‘deH Lelebinan pemibayaran  retribusi  disampatkan
wior e iangeuag atau melalus pos fercatat,

{31 Bulel ponerimaan oleh Peiabat Daerab atau buktr pengiriman pos tercatat

" merupahan Hukt sast permohenan diterima oleh Bupati.

?asal 25

{1y Pergemlalian kelebihan pembayaran I’E;‘-UiDL‘JSI dilakukan dengan menerbitkan
Gurat Perintat Membayar Kelebihan Retritusi. . '

{23 Apasila alebihan pembayarar res rribusi diperhitungkan dengan utang retmbga
lairis, sebagaimana  dimaksud  datem Pasal 23 ayat (4) pembayaran
diipnukan derigan cara pemindahbukuan dan bukt pemindahbukuan juga
et EDRo@l bukt pembavaran.
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BAR XX
PEMYIDIKAM
Pasal 26
wocto begawal Necerh Sisl i Erghunozn Pemerintah aerah, diberi
g khuses sebagai Penviclo untuk melakuken Penyidikan  tindak

Ratnusi Dowidh schagaimana dimaksud  dalam Undang-
10 Pidana - g etk

Ao e CiEsted avat b, adalah
Mmencar, mengsmoulkan dan meneiti keterangan atau laporan
acnoan Gndak pidanis di bicang Retribusi Daerah  agar
natau laporan kessenut manjadi lebin lengkap dan jelas;
RN QAN TURTUMCLEAN Latarangan mengenal orang pribadi
Paar eniang kaboaasize perbyatan yang Sifakukan  sehubungan
Ciingak piuana Retrioosi
8 vosetarangan dan bahan buki bagi orang pribadi atau badan
Cebungan dengan tndatk pidana dibidang Retribusi;
dooremarivsa heku-buku, cotatan-catatan  dan dokumen-dokumen fam
herkenaan dengen Lindak pidana Retribust; .
£. melakukon penggeledaharn untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan
ooncaratan  dan dokumen ~mi<unw| lain serta melakukan penyitaan
el hj'rm ok fernen
TR .).Jmuun TEnags ol r_faiam ranake pelaksanaan tugas penyidikan
L rened chlnoensg fetyibiost

Honarhent dan atou Melaranyg seseorang meninggal ruangan atau
A pada saat pemenlaaan sedand herlangsung dan memeriksa
sUornrnl crang dan atas dokumen yang dibawa segaimana dimaksud huruf

foosainadret seseorang berraitan dengan tindak pidana Retribusi:
‘ anagilt crang untukl diviendar keteranaannys dan diperiksa segaimana
Pl gl sas Ay

:

1 TSN penyidikan:
k. cular: tindaxan lain yang perlu untuk kelancaran penvidikan tindak

gi oidang Retridusi inenurut hukum yang dapat dipertanggung
T

Jebagmmang dimoasud  ayal (1), memberitahukan  dimulainya
dan menyarnpaikan basil penveldikanava kepada Penuntut Umum
pardni pejebat Poisl Megara Repudlik Indonesia, sesuai dengan
winsnoyane diatur dalam Lincsng-undag Hukers Acara Pidana.,

B KM
HETERTUAN PIDANMNA

Pasal 27

TWajin Feribusl vang  tidalomelaksanokan kewajibannya sehingga merugikan
Kesanaan Daeran diancam Fidona Kurungan paling lama 3 {(tiga) bulan atau
dendo ot benyak 3 (tiga) kall jumlal Retribusi yvang terutang yang tidak
atau brireg dibayar

HRYE ijb?g: imana disaksad ayat (1 adalah pelanggaran.

Phsal 28

Lenga seagamana dimaksud pada Pasal 27 merupakan panerimaan Negara
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METURTUAR PERMLTYR

Pasal 29
ACTONTLES 12 ianjut mengenai eknis pelaksanaar Peraturan Daerah ini diatur

dengen Peraturon Bupati,

La} -
Pasal 30

st Do el peerlae pacd ten Taloh ol et ame

|k|r\|

FoMAng mengoianily, memerintahkan  pengundangan  Peraturan
lenoain penempatantys dalan) Lembaran Daerah Kabupaten Padang

Ditetapakan ¢ : Gunung;ua
Darla Lamrrel 0 st 2011
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HETHMTUAM PEMUTUR

#asnd 79

Fhilt ianjut mengena’ texnis pelaksznasr Peraturan Daerah ini diatur
aturnn Bupati.

Pasai 30
Peratuirer Daarah :ni berlaku pada tanggal diundangkan,

raeoarang mengatabuinya, memerintzhkan pengundangan  Peraturan
NGan panempatannye dafam Lembaran Daerah Kabupaten Padang

Ditetapakan ui » Gunungtua
Pada tanggal 2% qebi 2011

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

)

BACHIUM HARAHAPR

Diurgancaan oo QUnUINg s

Pada)ﬂ@_' DvE o 20501
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“/:%,/’t—gm AERAH KABUPATER,
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'EMBARAT DAERAH HABUPATEMN PADAMG LAWAS UTARA TAHUN
2041 BOMOR: zy



BAR XHIT
METUNTIUAM PENGTUR
fanpy 09

Crenfgenziowwhas nelakeanaesr Persiuran Daerah ini diatur

VG eRdG,

PR

Sl

Femiond
S A )

Poatura Davrak ini berlake pada tansgal diundanckan.,
Adar sebap orang mendgetahuinys, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dezrah o dengon penempatannya daiam Lembaran Daerah Kabupaten Padang

Laszs Utara,

Ditetapakar i : Gunungtua
Pada tanggal DoV duly 2011

BLIPFATT PADANG LAWAS UTARA,
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SACHRUM HARAHAP
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Cassi 29

UL mergenat toenis neiaksanaan Peraturan Dacrah ini diatur
dere e Poranian Bupati,

Panal 29

Parli o marah o Herlaku padn wangaal diundangkan.

Aoy

D?]r'j.":_; N

Gununo Tua

TATRAH KAD

oooran mengetahuine, mererintahkan pengundangan Peraturan
2 dencan penemipataneya dalarm Lembaran Daerah Kabupaten Padang

lmeiae Ve

Ditetapalkan di : Gunungiua .
Pacz Langgai : 2011

SBUPATT PADAMG LAWAS UTARA,

SACHRUM HARAHAP

2011

G DAERAH FABUPATEN,
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UEATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUM
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PATURATEN PADANG LAWAS UTARA
1\5{-),,.,;(,—; VOUTT AR 2011

BRTRINUST TERASTERS ULANG

Retibosi Oaerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi
Dagcrar oolam rangka penyelenggaraan pemerintahon dan permnbangunan Daerah.
vl e aglalan dengan tujuan otonomi Daerai penerimaan Daerah yang
erribast Doerahs dari waktu ke owakiu harus senantiasa ditingkatkan,
srsudkAan agar peranzn Daerab dalam memenuhi Kebutuhan Daerah

v ol movedipon oelwanom kepada masavarakat dapat semakin

Ltere

movribush yara copon dipungut ceh Daeran Kabupaten Padang
e Lrcarg-Lindseg Mome: 28 Tahur 2009 tentang Pajak Dasrah
i Daergh adalah Qet m i Tera/Tera Lhang. Sesual ketentuan Pasai
fay Undang-Undarg Momor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan
“aeral hargs gitetaokan dengan Perateran Daerah. Sgjafan dengan hal

mernh in. adalah cimaksudkan agar Pemerintah

arn abinat mentmut Retribusi Tera/ Tera

| -'-\r]I .

e o

dr acecars islas dan tegas mengenal
= Cedribues Dacreh, D samping itu, juga
=j.r's1 ‘t.z'. Ticustrast pernengutannya,
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dimaksuz donnn licsk depat diborongkan adalah bahwa
utooproses  keciatan pemungutan oretribusi  tidak  dapat
ihikan <epads faalk katige, Namun dalam pengertian ini bukan
i banwa Pemerintah Dasrah tidak boieh hekerjasama dengan
kefiga Ken! pemungutan retribusi yang tidak dapat
rizsamaxan dennan pihak ketiga adalab kegiatan perhitungan
rva retribush Ueckzng, nengawasan cenyetoran retribusi dan

NUAN reri

Aol

Co

IV
i e mengatar 2ansg lerhadap Wajit retribusi yang tidak memenuhi
" ; retripusingg o roenoenakan sanksi administrasi berupa
v ; 2 {dun aosebulan dari retribusi yang tidak atau
e | biowalkty paling fama 24 (duapuluh empat)
i refribusi vana ous's atau tertambat dibayar, Sanksi administrasi
ihituneg Ak szar wrotangnya pajak sampal dengan
N AR,

350

2l

| i

Fan!

»

mmiber kenastize Dukum =apan utang Retribusi tersebut tidalk .
Lot ditaoib iaae

Fhorf o

Daipm Ret Ciehitkan Surat Tequran dan Surat Paksa,

kedaluwarsa poragiban dihitung sejak tanggal penyampaian

Surat Paksa tersebut
Hura b .

Yang dimaksuc dangan pengakuan utang Retribusi secara
langsung  adelah Wajib  Retribusi  dengan  kesadarannya
rmanvatalan camin mampunyal utang Retribusi dan belum
melunasinya sxpads Pemerintah Daeral.

Yang dimaksued denoan  pengakuan utang  secara  tidak

fangsung  adalah Wajh Retribusi tidek secara nyata-nyata

langsung menyalakan bahwa ia mengakui mempunyai utang

Rarmnus henada Pemerintah Baeran.

Contal:

- Wajin  Ratribnsi mengajukan  permohonan  angsuran/
S RINTR TS FUNIS tol A la HIYE B e

Wy Peeet s mennatuikan permohonan keberatan,




T el

Pasai 77

Ayt L

Azabila Wajib Retritus! berpendapat bahwa jumlah Retribusi dalam

surgt ketetapan Retribusi dan pemungutan  tidak  sebagaimana

mt-‘-‘afrrva maka Vvajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya
keonda Bupali vaig  menarbitkan  surat  ketetapan  Retribusl.
Kohergtan yang dinjukan adaiah tertadap mater atau sl darl
sfanan dengat membuzt pernifungan Sumiah yang seharusnya
v Tanuret perhitungan Wajlo Retribusi, Satu keberatan harus
] xan terhadan satu jenis Retribusi dan satu tahun Retribusi.

dimzksud  cengan  “alasan-siasan  yang jelas”  adalah
arukakan H'*r‘]‘-‘:” dam atau buxti bahwa jumlah Retribusi
Ltang atay Relritusi lebit havar vang ditetapkan oleh fiskus

. r‘l D ]|—|'qr
R
varg dgimaksud dergan “keadaan di luar kekuasaannya” adafah
suatu keadaar vang terjadi @i luar kehendak/kekuasaan Wajib
Pesibusi, -risainva, karena Wajib Retribusi sakit atau terkena

Tresinab bencang @i

Caxnp jelas

Aot (1)
Culwp jelas

o G £ \I ’
Daam keputusan  keberatan Hdak terivtup kemungkinan utang
Serribusinga hertambeh berdasarkan  hasil  pemeriksaan  atau
keterangar lain karena ada data baru yang tadinya befum terungkap
atad belum diaporkan,

RN LY
werentuan inl dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum
kepaca Wajib Retribusi maupun fiskus dan dalam rangka tertib
administrasi, oleh karena itw keberatan yang diajukan oleh Wajib
Hetrpusi harus diberi keputusan oleh Bupati dalam jangka waktu
paling lama 12 {dua helas) buian sejak Surat Keberatan diterima

1 {1}
(ke relas

Ioar (2]

final senelum membarikan keputusan  dalam o hal  kelebihan
':-t"'.r‘ba\,f aran Retribusi Saerus  melakukan  pemeriksaan  teriebih

etalal NI



Cori memberikan kepastian husum baix kepada Waiib Retribusi
1o dalam rangka tertia administrasi retribusi. Oleh’
T, permchionan beiebihan pembayaran Retribusi yang
Hajuiean gien Wap: Hetrious harus dibert keputusan oleh Kepala
AR
-

mbaian  cungs  atas  keterlampatan  pengembalian
an Retribusi dihitung dari batas waktu 2 {(dua)
e selak aibmiitkannva  SKPDLE  sampai dengan  saat
dilacikornya pembayoian kelebihan,

wng o2inafaikan caaveh dan retribusi adalah pejabat
eri sipll mrtentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang
b opejabat vang oerwerang sesual dengan  ketentuan
uncang-undangan. Penyidikan tindak pidana di bidang

sy oo erriplss aksanaksn manurut ketentuan yang
g Hidum Acara Pidana,

COIAWE NS
lisnckat ol

ar ot

Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran
watib Retribusi untuk memeanuhi kewaijibannya.
Yang cimaiksud kealpaan berarti tidak sengaja, lalal, tidak hati-hati,
atau kurang mengindahkan  kewajibannya sehingga perbuatan
tersebut manimibuikan kerugion keuangan Daerah.
Syl i)
Perpuatan atau tindalkan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang
dilaxukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih | berat
daripada alpa, mengingat pentingnya penerimaan Retribusi bagi
Daerah.
Paza I
Cukup jelas
Pasal 29

Cukun delas

EMOARAN DASRAMN MABUPATEN PADANG LAWAS UTARA




